
 

 

 

 

 

 

 

USULAN  PENELITIAN 

 

 

MERETAS SISTEM PERADILAN PIDANA YANG PARTISIPATIF DENGAN 

MENINGKATKAN KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 

 

 

 

Samsudi, SH, MH. 

Nurul Ghufron, SH, MH. 

 

 

 

  

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS JEMBER 

FAKULTAS HUKUM 

2012 

 



Halaman Pengesahan 

1. Judul Penelitian  :  

MERETAS SISTEM PERADILAN PIDANA YANG PARTISIPATIF DENGAN 

MENINGKATKAN KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN 

PIDANA 

 

2. Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap  : Samsudi, SH, MH. 

b. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

c. NIP  : 195703241986011001 

d. Jabatan Struktural  : Ketua Jurusan/Bagian Hukum Pidana 

e. Jabatan fungsional  : Penata 

f. Fakultas/Jurusan  : Hukum/ Hukum Pidana 

g. Pusat Penelitian  : - 

h. Alamat  : Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 

i. Telpon/Faks  : (0331) 335462 – 330482 Fax. (0331) 330482 

j. Alamat Rumah  : Perum Griya Kencana Asri Jl. Letjen Sutoyo I/H-2 Jember 

k. Telpon/Faks/E-mail      : 08124970721, email : Samsudiborju@yahoo.com  

 

3. Jangka Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan 

     

Jember, 11 Juni 2012 

 

Mengetahui, 

Dekan        Ketua Peneliti, 

 

 

 

 

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum.   Samsudi, SH, MH. 

NIP. 196001011988021001      NIP. 195703241986011001 

 

 

Menyetujui, 

Ketua Lembaga Penelitian 

 

 

 

 

Dr. Ir. Cahyoadi Bowo 

NIP. 196103161989021001 

 

 

 

 

mailto:Samsudiborju@yahoo.com


I. Identitas Penelitian 

 

1. Judul Usulan :  

MERETAS SISTEM PERADILAN PIDANA YANG PARTISIPATIF DENGAN 

MENINGKATKAN KEDUDUKAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 

 

2. Ketua Peneliti 

    (a) Nama lengkap   : Samsudi, SH, MH. 

    (b) Bidang keahlian  : Hukum Pidana 

3. Anggota peneliti  

 

No. Nama dan Gelar Keahlian Institusi 

Curahan 

Waktu 

(jam/minggu) 

1. Nurul Gufron, SH, MH. Hukum Pidana Fak. Hukum UNEJ 8 (delapan) 

minggu 

     

     

 

4. Tema Penelitian: PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM 

PIDANA  

 

5. Topik Penelitian: SAKSI SEBAGAI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA  

 

6.  Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) 

     Saksi sebagai warga negara  

7. Lokasi penelitian wilayah hukum Indonesia 

8.  Hasil yang ditargetkan (beri penjelasan) memberikan gambaran kedudukan hukum saksi 

sebagai  dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kedudukan saksi perlu dikuatkan sebagai 

partispasi warga dalam sistem peradilan pidana dengan posisi demikian diharapkan dari 

saksi akan terungkap keterangan lebih obyektif. Hal ini berkonsekwensi merubah 

pandangan bahwa bersaksi adalah wajib menjadi keseimbangan antara berhak atas 

keadilan dan berkewajiban berparsipasi dalam sistem peradilan pidana sesuai konsep 

negara hukum Pancasila yang demokratis.  

9. Keterangan lain yang dianggap perlu: 

  



Abstract 

 

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan. 

Kenyataanya hingga saat ini sistem peradilan pidana dinilai banyak pihak tidak cukup dapat 

dipertanggungjawabkan. Salah satu masalah dalam sistem peradilan pidana adalah adanya 

polarisasi kepentingan pada dua sisi yaitu kepentingan terdakwa dan kepentingan negara 

yang diwakili oleh jaksa. masyarakat terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana. Hasilnya 

sederetan kasus-kasus yang menggambarkan peradilan pidana tidak lagi mencerminkan 

keadilan masyarakat bahkan banyak disalahgunakan atas desakan penguasa maupun 

pengusaha sehingga peradilan pidana banyak jatuh pada peradilan yang korup. Dewasa ini 

paradigma penyelenggaraan negara mengalami pergeseran dari paradigma goverment ke arah 

governance yaitu urusan publik tidak saja wewenang negara tetapi merupakan urusan 

bersama dengan para pemangku kepentingan. Hal inilah yang mendasari perlunya partisipasi 

masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif berdasarkan konstitusi, peraturan 

perundang-undangan dan praktek diperadilan. Serta dengan membandingkan dengan sistem 

peradilan pidana negara lain dan perkembangan sistem hukum internasional. 

Saksi merupakan bagian dari warga negara yang berpartisipasi dalam penegakan 

hukum. Namun sejauh ini posisi saksi dalam sistem peradilan pidana tidak jelas. Bahkan 

tidak lebih terintimidasi seperti tersangka/terdakwa. Kedudukan saksi perlu dikuatkan sebagai 

partispasi warga dalam sistem peradilan pidana dengan posisi demikian diharapkan dari saksi 

akan terungkap keterangan lebih obyektif. Hal ini berkonsekwensi merubah pandangan 

bahwa bersaksi adalah wajib menjadi keseimbangan antara berhak atas keadilan dan 

berkewajiban berparsipasi dalam sistem peradilan pidana sesuai konsep negara hukum 

Pancasila yang demokratis.  
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bekerjanya sistem peradilan pidana pada umumnya diawali dengan partisipasi 

masyarakat untuk menjadi pelapor mengungkapkan dugaan tindak pidana yang ia ketahuinya. 

Saksi atau korban selanjutnya mengawal dan membantu dalam proses selanjutnya mulai dari 

penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan. Uraian diatas menunjukkan bahwa bergerak dan 

tidaknya proses peradilan pidana adalah dipicu (pelapor), disupport (saksi) dan dikembalikan 

kepada masyarakat (tujuan pemasyarakatan).  

Namun dalam Sistem peradilan pidana kita yang mengacu pada Civil law berasumsi 

bahwa penegak hukum adalah insan yang terpercaya dan profesional melakukan tugasnya, 

karenanya sistem peradilan pidana seakan merupakan lembaga yang harus steril dari 

intervensi apapun.
1
 Termasuk  masyarakatpun tidak memiliki hak untuk mengetahui tentang 

apa yang terjadi dalam proses peradilan pidana yang sedang dilakukan. Secara teoritis, 

kepentingan saksi, korban maupun masyarakat dalam sistem peradilan pidana telah diwakili 

kepentingannya oleh aparat penegak hukum. Asumsi yang dibangun bahwa kemenangan 

aparat penegak hukum, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa dan juga 

merupakan kemenangan masyarakat (termasuk korban). Untuk itu masyarakat diwajibkan 

untuk bersaksi dan dijadikan alat hukum untuk mendukung, memperkuat argumentasi untuk 

memenangkan perkara. Sementara realitas keterwakilan masyarakat dalam memperjuangkan 

kebenaran melalui forum peradilan pidana oleh JPU tidak lagi dapat dipertahankan. 

                                                           
1
 Menurut Muladi, KUHP Belanda yang atas dasar asas konkordansi berlaku di Indonesia, menampakkan 

karakteristik :  kesederhanaan (simplicity),  k e p e r c a y a a n  t e r h a d a p  p e n g a d i l a n  (f a i t h  i n  
t h e  judiciary),  dan bersi fat praktis (  practicality).  Muladi, Beberapa catatan terhadap RUU KUHP, 
makalah Sebagai Bahan Bacaan untuk Focus Group Discussion yang diselenggarakan ELSAM dengan tema: “Melihat 
Politik Kodifikasi dalam Rancangan KUHP” Hotel Ibis Tamarin, Jakarta 28 September 2006 
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Penegakan hukum oleh penegak hukum bukan saja tidak lagi sesuai aspirasi masyarakat, 

namun telah banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya.  

Ketertutupan sistem peradilan pidana mengakibatkan produk pengadilan yang jauh 

dari masyarakat dan karenanya keadilan hukum yang diproduksi oleh pengadilan juga jauh 

dari keadilan sosial. Kondisi inilah yang mengakibatkan akuntabilitas sistem peradilan yang 

tertutup tidak terjamin. Sistem peradilan kita jatuh menjadi “pasar hukum”, dimana para 

“penjual” dan “pembeli” hukum bisa secara leluasa bertransaksi. Isolasi pengadilan dari 

dinamika dan suara masyarakat hanya menjerumuskan pengadilan menjadi judicial 

dictatorship,2 apalagi dalam kondisi sistem peradilan yang korup hal tersebut akan semakin 

menjarah hak-hak keadilan masyarakat. Ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja 

peradilan tergambar dari banyaknya ungkapan ketidak puasan masyarakat berupa peristiwa 

pengadilan yang dibakar setelah hakim membacakan putusannya, tindakan pelemparan 

sepatu pada hakim, perusakan gedung pengadilan, sampai pada tindakan main hakim sendiri, 

yang akhir-akhir ini marak terjadi.  

Sistem peradilan pidana -- sebagai suatu forum memperjuangkan kepentingan (untuk 

membela dan mempertahankan kepentingan) seharusnya memberikan  ruang yang sama dan 

sederajat bagi para pemangku kepentingan, namun sistem peradilan pidana telah mereduksi 

kepentingan masyarakat dan tidak ada lagi kontrol sedikitpun bagi masyarakat untuk 

memantau apakah benar proses peradilan pidana dilaksanakana secara benar dan tidak 

disalah gunakan. Perlindungan saksi dan korban sesungguhnya dapat digunakan sebagai 

jembatan untuk menempatkan posisi masyarakat sebagai pihak, untuk menemukan keadilan 

sosial. Saksi dan korban tidak dianggap sebagai wakil dari masyarakat yang perlu juga untuk 

menyampaikan kebenaran sebagai pembelaan atas kepentingan masyarakat dalam mencapai 

keadilan sosial.  

                                                           
2
 Satjipto Rahardjo, sisi lain dari hukum Di Indonesia. Kompas, Jakarta, 2006:229. 
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B. Identifikasi masalah  

Masalah Hukum yang dikaji dalam disertasi ini meliputi:  

1. Bagaimanakah peran saksi sebagai peran serta masyarakat dalam hukum pidana 

indonesia ? 

2. Bagaimanakah meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan pidana melalui peran 

saksi sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam sistem peradilan pidana Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengidentifikasi peranan saksi sebagai peran serta masyarakat dalam hukum pidana 

indonesia 

2. Menemukan formulasi untuk meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan pidana. 

 

D. Urgensi Penelitian 

 Penelitian merupakan upaya untuk membangun sistem peradilan pidana yang 

Akuntabel. Penegakan hukum khsusnya penegakan hukum pidana adalah proses yang 

menggunakan paksaan hukum kepada warga negara dengan dasar untuk mencapai kebenaran 

dan perlindungan bagi segenap warga negara. namun sebaliknya jika penegakan hukum 

dilandasi atas kepentingan diluar hal tersebut akan mengakibatkan penegakan hukum 

terjerumus dalam kepentinga-kepentingan sesat. Hal itu akan berkonsekwensi pada 

penegakan hukum yang korup. Salah satu upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan 

penegakan hukum tersebut adalah transparansi dan partisipatif. Penelitian ini mencoba 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana melalui meningkatkan 

kedudukan saksi. 
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Sehingga harapannya penelitian ini dapat secara signifikan berkontribusi : 

a. Secara teoritis, penelitian ini akan sekaligus mengembangkan teori sistem peradilan 

pidana khususnya perlindungan hukum bagi  saksi dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia. Mengingat dalam penelitian ini mencoba menguraikan kembali bagaimana 

sesungguhnya kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana, kedudukan dimaksud 

akan menempatkan hukum dalam bersaksi sehingga konsekwesni dan bentuk perlakuan 

kepada saksi akan diberikan secara benar. 

b. Secara praktis, kajian ini memberikan Landasan pengaturan perlindungan bagi saksi 

dalam sistem peradilan pidana indonesia yang akan datang dalam bentuk penyusunan 

Undang-undang, yang secara lebih konkrit dalam perumusan dan pembahasan RUU 

KUHP, RUU KUHAP maupun rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas 

Undang Undang Perlindungan saksi dan Korban. 

 

BAB II. STUDI PUSTAKA 

A. Negara Hukum:Saksi Sebagai Warga Negara  

  Pada dasarnya seorang saksi adalah warga negara seperti pada umumnya. Saksi 

bukanlah pihak yang sedang bermasalah karena perbuatannya bertentangan dengan 

hukum. Hak dan kewajiban hukum seorang warga secara sederhana merupakan suatu 

konsekwensi dari status kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan dan konsekwensi 

dari perbuatan hukum yang ia lakukan. kedudukan hukum dan konsekwensi dari 

perbuatan hukum dimaksud harus didasarkan pada norma hukum yang ditetapkan oleh 

lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum. Landasan-landasan 

pengaturan tentang kedudukan, serta hak dan kewajiban hanya diakui dan dihormati 

sebagai suatu norma yang harus ditaati dalam suatu negara hukum. Dalam negara 
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hukumlah semua hal ikhwal hubungan hukum antar warga negara, antara warga negara 

dengan negara dan penyelenggara negara diatur dalam norma hukum sebagai bentuk 

perlindungan bagi warga negara. Guna mengkaji perlindungan hukum bagi 

whistleblower dalam disertasi ini digunakan teori negara hukum sebagai grand theory. 

 Pemenuhan hak-hak dan perlindungan bagi masyarakat sesungguhnya bertumpu 

pada perlindungan dari kejahatan dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh 

penyelenggara negara. Dalam masa reformasi belakangan hukum juga disadari tidak saja 

diperlukan untuk pembaharuan masyarakat namun juga diharapkan dapat memperbaharui 

karakter dan perilaku berokrasi. Penegakan hukum yang dirasakan hingga dewasa ini di 

Indonesia diawali oleh rusaknya struktur penegak hukum. Sehingga sangat tidak dapat 

diharapkan hukum secara normatif mampu memperbaharui masyarakat kearah cita hukum, 

jika ternyata untuk menegakkannya strukturnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Rusaknya struktur hukum selama ini selalu dipercaya karena tidak adanya kontrol terhadap 

penegakan hukum, penegakan hukum seakan negara sendiri yang tertutup dengan logika dan 

kebenarannya sendiri. Paradigma ini telah mengakibatkan pembusukan struktur hukum dari 

atas sampai bawah. Upaya kontrol internal terbukti telah banyak dilakukan dan tidak 

menghasilkan sebagaimana diharapkan. Pembaharuan struktur hukum hanya dapat 

dilakukan dengan menbuka kran kontrol seluas-lusnya bagi masyarakat. Teori pembangunan 

Hukum II yang digagas Romli sebagai reorientasi teori hukum pembangunan pertama yang 

dilahirkan Mochtar Kusumaatmadja, menawarkan pembaharuan beurekrasi sebagai tujuan 

kedua pembangunan hukum. Dalam teori ini Romli menawarkan konsep good governance 

judicial dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerinahan yang baik dalam sistem 

administrasi peradilan. Untuk itu selain teori kebijaka kriminal dalam midele teori juga 

digunakan teori Pembangunan Hukum II.  
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 Proses bekerjanya hukum pidana yang meliputi aspek-aspek struktur, substansi dan 

budaya hukum 3. Ketiga komponen tersebut merupakan sub sistem peradilan pidana oleh 

karena itu keberadaan saksi dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya dapat dikaji secara 

struktural, yaitu tentang keberadaanya selama ini dimana saksi didudukkan dan dipandang 

dalam struktur peradilan pidana. Sehingga penulis merasa perlu menggunakan teori sistem 

peradilan pidana sebagai pisau analisi dari sis terapan (applied theory) yang dijadikan pisau 

analisa langsung dalam penelitian ini. Karenanya dalam penelitian disertasi ini akan fokus 

pada bagaimana kedudukan saksi sebagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan 

pidana.  

Menurut Von Savigni4, konsep hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” (the 

spirit of the people) yang singkatnya adalah sebagai berikut: Hukum itu asal mulanya 

terbentuk oleh hukum adat (custom) dan perasaan rakyat, yaitu suatu kekuatan yang bekerja 

secara diam-diam; 

a. Hukum itu merupakan produk dari bangsa yang gennius. Sebagaimana bangsa, dia 

terbentuk secara perlahan-lahan dan menjelma menjadi karakteristik suatu bangsa, ia 

berkembang dengan tumbuhnya suatu bangsa dan matu dengan hapusnya kerpibadian 

suatu bangsa; 

b. Hukum tidak berlaku umum, ia hanya bisa diterapkan bagi bangsa tempat ia berbuat; 

c. Hukum tidak statis, ia merupkan subjek pada setiap kemajuan dan setiap perkembangan 

sebagaimana hal-hal lain yang tercermin dari kehidupan suatu bangsa 

d. Hukum berasal dari naluri suatu bangsa tentang apa yang dianggap “benar” karena hukum 

yang sesungguhnya itu ditemukan, dan dibuat, suatu legislasi akan menghilangkan arti 

yang vital dari suatu hukum kebiasaan (custom) 

e. Oleh karena itu, hukum merupakan epsresi dari “jiwa suatu bangsa” (people spirit). 

Hukum harus diidentifikasikan dengan “jiwa suatu bangsa” dan perasaannya tentang apa 

yang dianggap benar dan adil. 

 

Sementara Friedman5 menyoroti fungsi hukum, dalam realitasnya meliputi: 

                                                           
3
 Ffriedman, Lawrence M. american law, an inttoduction, second edition, diterjemahkan oleh wishnu 

basuki, hukum amerika suatu pengantar, jakarta; PT. Tata Nusa, 2001. 
4
 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filasafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm 70. 

5
 Lawrence M Friedman, Law and Society an Introduction, Prentice Hall, New Jersly, 1977, hlm 11-12 
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1. Pengawasan/pengendaian sosial (social control) 

2. Penyelesaian sengketa (dispute settlement) 

3. Rekayasa sosial (social engineering; redistributive, atau innovation) 

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto6, mengajukan pula 

beberapa fungsi hukum. Dinyatakan oleh Mochtar bahwa: 

“ di Indonesia fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana 

pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya 

ketertiban dalam pembangunan, merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat 

diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk 

menyalurkan arah-arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh 

peubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum diatas seyogyanya dilakukan, 

disamping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial” 

 

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, bermakna secara ensensial bahwa sistem 

mengandung peraturan-peraturan perilaku yang benar, dan setiap warga masyarakat 

membatasi beberapa prilaku sebagai penyimpangan, dan setiap masyarakat mempunyai ide-

ide tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Semua masyarakat akan mengambil langkah-

langkah untuk mendorong kearah perilaku yang baik, dan memberikan sanksi negatif bagi 

perilaku yang buruk. Pengendalian sosial dari hukum, pada dasarnya dapat diartikan sebagai 

sistem yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku 

sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya pengendalian sosial dapat bersifat 

preventif maupun represif. 

Pengendalian sosial dapat bersifat formal dan informal, dan pembedaan ini didasarkan 

pada subjek atau lembaga, yaitu siapa yang melakukan pengendailan itu7. Pada pengadilan 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 9. 

7
 Josep S Roucek and Ronald L Warren, Sociologi, an Introduction, Littlefioeld, Adam & Co, Ne Jersey, 

1964, hlm. 99. 
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sosial lembaga-lembaga hukum merupakan mesin penting. Dalam hal ini, lembaga-lembaga 

hukum merupakan peraturan hukum melalui cara-cara tertentu.   

Konsep dan teori-teori hukum seiring juga dengan perkembangan teori negara yang 

tidak saja melahirkan legalitas negara untuk memaksa, melainkan dalam perkembangan 

pemikiran lebih dimaksudkan untuk melindungi rakyat atas tindakan negara. Membicarakan 

negara hukum, sesungguhnya seiring dengan perjalan tentang posisi dan hubungan antara 

negara dan masyarakat pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, 

ialah antara yang berkekuasaan dan yang dikuasai. 

Berabad-abad lamanya di manapun di seantero bumi ini kenyataan sejarah memang 

tersimak dan tercatat seperti itu. Dalam konsepnya yang klasik, para penguasa selalu 

mengklaim dirinya sebagai makhluk makhluk khusus yang memperoleh kekuasaannya dari 

sumber-sumber kekuasaan yang supranatural. Akan tetapi perubahan konsep yang 

berlangsung sepanjang sejarah perkembangan pemikiran dan praktik politik di negeri-negeri 

Barat (tepatnya 'negeri-negeri yang dulu terbilang kawasan Katolik Barat'), berhasil 

membalikkan konsep itu.Sudah pada pada awal abad 19, ialah seusainya perang-perang 

Eropa yang dikobarkan oleh Napoleon pada peralihan abad, di negeli-negeri Barat - yang 

kemudian disusul juga di negeri-negeri koloninya - konsep baru tentang hubungan kekuasaan 

antara (para pejabat) negara dan (warga) masyarakatnya mulai dicoba dipraktikkan. Inilah 

konsep baru dalam budaya politik yang dikenal atau diperkenalkan kembali - di Amerika dan 

Perancis, ialah demokrasi yang bertandem dengan konsep komplementernya tentang 

eksistensi kodrati manusia sebagai penyandang hak-hak yang paling asasi. Hak-hak asasi ini 

dipahamkan sebagai seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada diri setiap makhluk 

yang bersosok manusia, dan a contrario bukan sekali-kali berasal dari pemberian para 

penguasa manapun. Konsep demokrasi - yang secara harafiah bermakna bahwa rakyat 

(demos) itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (kratein) berkonsekuensi logis 
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pada konsep bahwa sejak dalam statusnya yang di dalam kodrati, sampaipun ke statusnya 

sebagai warga negara, manusia-manusia itu memiliki hak-hak yang karena sifatnya yang 

asasi tidak akan mungkin diambil alih, diingkari dan/atau dilanggar (inalienable, inderogable, 

inviolable) oleh siapapun yang tengah berkuasa. Bahkan, para penguasa itulah yang harus 

dipandang sebagai pejabat-pejabat yang memperoleh kekuasaannya yang sah karena mandat 

para warga negara melalui suatu kontrak publik, suatu perjanjian luhur bangsa yang seluruh 

substansi kontraktualnya akan diwujudkan dalam bentuk konstitusi.8 

Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang modern, tak pelak lagi yang umumnya 

hendak diturut di dalam ihwal hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat bukan lagi 

model klasik-otokratik (yang nyatanya telah kian kehilangan kepopulerannya) itu. Alih-alih, 

sepanjang sejarah dalam dua abad terakhir ini hubungan itu kian digeserkan ke model yang 

demokratik, dengan keyakinan bahwa bukan kekuasaan negara itu yang bersifat kodrati, 

melainkan hak-hak manusia individual warga negara itulah yang asasi dan asali. Adalah 

proposisi paradigmatic model demokratik ini bahwasanya seluruh kekuasaan para pejabat 

negara itu adalah dan hanyalah derivat saja dari hak-hak asasi manusia warganya, yang oleh 

sebab itu haruslah diterima sebagai sesuatu yang limitatif sifatnya. 

Menurut Romli, Jika kita memposisikan Negara dan Rakyat tanpa ada kalimat 

lanjutannya maka kita sudah menempatkan pemikiran Machiavelian dimana rakyat (selalu) 

dibawah penindasan penguasa dan tidak ada sedikitpun peranan yang diberikan kepada rakyat 

untuk “berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah”. Dalam konteks alam pikiran 

Machiavelian, tidak ada sedikitpun keinginan (niat) untuk memberikan HAK (Rights) kepada 

rakyat untuk “bertanya” sekalipun mengenai haknya, apalagi meminta bagian untuk keadilan 

                                                           
8
 Soetandyo wignyo soebroto

 
 dalam makalah Hubungan negara dan masyarakat dalam konteks hak-hak 

asasi manusia: sebuah tinjauan historik dari perspektif relativisme budaya – politik. 

 



10 
 

bagi haknya itu. Dalam alam pikiran ini hanya satu yang dibolehkan bagi rakyat yaitu 

KEWAJIBAN (Obligation) dalam bentuk ketaatan buta (blind compliance) kepada sang 

penguasa.9 

 

Kedudukan saksi dalam kerangka ketatanegaraan, sebagai bagian dari rakyat Indonesia. 

Merupakan konstruksi dari pemikiran bagaimana hubungan rakyat dan negara dalam 

kontrsuksi siapa yang yanga diarahkan oleh hukum. Hal ini tidak lepas dari konstruksi teori 

pembangunan hukum masyarakat. Dimana hukum difungsikan sebagai sarana untuk 

mengarahkan masyarakat kearah cita hukum.  

B. Hukum Pembangunan 

Konsep dan pembangunan sebagai pola perubahan yang evolusioner menempatkan 

Hukum sebagai sarana perubahan dalam masyarakat, didasarkan atas anggapan bahwa 

terdapat keteraturan atau ketertiban, dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu 

merupkaan suatu yang diingikan atau bahkan dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang 

juga terkandung dalam konsep tersebut, ialah bahwa kaedah atau peraturan hukum itu bisa 

berfungsi sebagai sarana (pengaturan) atau sarana pembangunan, sebagai penyalur arah 

kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Menurut 

Mochtar Kusumaatmadja10, perubahan bisa dilahirkan dengan paksaan atau cepat, namun 

kecepatan perubahan seperti itu tanpa teratur dengan menggunakan hukum, akan meminta 

korban berupa adanya kekacauan di dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai 

sarana perubahan dan pembaharuan  itu, berupa undang-undang atau yurisprudensi atau 

kombinasi dari keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan.  

                                                           
9
 Romli Atmasasmita, Hubungan Negara Dan Masyarakat Dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi 

Manusia,  makalah, Seminar Dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, hal 2, bali, 14 – 18 juli 2003 

10
 Lihat Lebih Lanjut  Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (editor 

Otje Salman-Edyy Damoan), Almuni Bandung, 2002, lihat pula Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, Filsafat Hukum 

Mashab dan Refleksi,  Remadja, Karya, Bandung, 1989, hlm 30  
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Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat mula-mula berasal 

dari Roscoe Pound (AS) dengan aliran pragmatical realism. Tujuan hukum menurut Pound 

dalam bukunya Task of law adalah untuk ketertiban guna mencapai keadilaan dan sebagai 

alat pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social engineering). Disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi Indonesia, konsep ini merupakan inti aliran pragmatical realism itu 

kemudian diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmaja, yang dibangun diatas teori 

kebudayaan dari Nortrop, teori orientasi kebijaksanaan (policy-priented) dari MC Dougall 

dan Laswell -yang kemudian dikenal dengan teori hukum pembangunan, yang dikembangkan 

melalui Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, sehingga kemudian dikenal 

sebagai Mashab Unpad.  

Namun faktanya dalam praktek penegakan hukum di Indonesia sejak pemerintahan 

orde baru sampai orde reformasi saat ini terbukti masih jauh dari cita-cita pendiri Republik 

Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945. Kondisi inilah kiranya yang 

meneguhkan sikap Satjipto Raharjo, yang mengutip Podgorecki dan Olati, bahwa hukum 

senyatanya bukan lagi sebagai sarana pembaruan masyarakat, tetapi telah berubah menjadi 

dark-engeneering. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus proses dark-engeneering Oleh 

pemegang kekuasaan, akan menimbulkan skeptisisme terhadap fungsi dan peranan hukum 

didalam masyarakat sebagaimana diharapkan Mochtar Kusumaatmadja. 11  Hal ini terjadi 

dalam pandangan Romli Atmasasmita, mengingat Model Hukum Pembangunan yang digagas 

Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1970-an belum termasuk mempertimbangkan faktor 

lainnya seprti sistem politik, birokrasi dan prinsip-prinsip good governance yang tidak 

sebesar saat ini gaungnya didalam birokrasi ketika itu.  

Ketika memposisikan kalimat Negara dan Rakyat dalam “pemajuan dan perlindungan 

HAM”, maka konotasi daripadanya adalah bahwa ada kehendak kuat untuk menciptakan 

                                                           
11

 Romli Atmasasmita, Globalisai Kejahatan Bisnis, hal 15 
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kesetaraan atau kesamaan posisi (bukan kedudukan) antara penguasa dan yang dikuasai 

(rakyatnya) di satu sisi dan penghormatan dan perlakuan yang seimbang antara hak asasi dan 

kewajiban asasi. 5 Mungkinkah hal itu terjadi di Indonesia? Dari uraian diatas menjelaskan 

kultur paternaslistic dan primodial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak 

berkembangnya masa kerajaan. Kultur paternaslistic dan primodial itu suatu kenyataan yang 

siapapun tidak dapat mengingkari sejarah mengenai kerajan di Indonesia, sekalipun oleh 

generasi muda masa kini. 

Karena kita tidak dapat membalikan sejarah masa lampau menjadi tiada, kecuali kita 

secara evolusioner berkehendak menyempurnakan sejarah masa lampau sekalipun lambat. 

Revolusi untuk membalikan sejarah masa lampau dengan alasan apapun hanya akan 

memunculkan radikalisme dan anarkhi. Namun yang pasti dalam konteks perkembangan 

peradaban dunia dan kebersamaan untuk membentuk dunia yang lebih sejahtera dan adil 

maka perubahan tersebut merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hanya 

perubahan yang evolusioner yang tersistem dan terstruktur dengan baik dapat secara benar 

mencapai cita kesejahteraan dan keadilan bagi bangsanya. Dalam konteks uraian diatas maka 

konsep hukum dan pembangunan atau “law and development” haruslah diartikan sebagai 

suatu perubahan mendasar (fundamental changes) atas nilai-nilai (values) menuju ke arah 

kemajuan peradaban (civilization) baik dibidang hukum termasuk kedalamnya penegakan 

hukum, politik, ekonomi, sosial maupun di bidang budaya. 12 

Model pembangunan Hukum yang digagas Mochtar tahun 1970-1n tersebut saatnya 

untuk di evaluasi secara mendasar, menurut Romli Atmasasmita evaluasi tersebuut adalah 

dalam rangka reorientasi pembangunan hukum. Reorientasi tersebut konkritnya dengan apa 

yang beliau sebut sebagai model Bureucratic and social engineering (BSE) yaitu model 

pembangunan hukum nasional harus diartikan bahwa penyelenggaraan birikrasi memberikan 

                                                           
12

 Ibid hal 4. 
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dan melaksanakan ketekadanan sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku dan diharapkan 

masyarakat termotivasi untuk mematuhi dan mengikuti langkah kepatuhan birokrasi tersebut. 

13 

Inti dari konsep pendekatan model model Bureucratic and social engineering (BSE) 

adalah pembangunan hukum nasional hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika 

penyelenggara birokrasi telah memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum sebagaimana 

diuraikan berikut: 

1. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi 

oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana membatasi 

wewenang dan prilaku aparat hukum dan pejabat publik. 

2. Hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaruan masyarakat semata-mata, 

akan tetapi juga sebagai sarana pebaruan birokrasi; 

3. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan 

pemegang kekuasaan (negara) melainkan juga harus dilihat dari kacamata 

kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan kepentinmgan korban 

(victims) 

4. Fungsi hukum sebagai BSE dalam kondisi masyarakat yang rentan (vulnerable) 

dan peralihan  (transisi) tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya 

menggunakan pendekatan preventif dan represif semata melainkan juga diperlukan 

pendekatan restorasi dan rehabilitasi; 

5. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam 

pembangunan nasional, maka hukum tidak semata dipandang sebagai wujud 

komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah 

sikap (attitude) dan perilaku (behavior) anggota masyarakat dan birokrasi.  14 

 

C.Sistem Peradilan Pidana 

Sistem peradilan merupakan implementasi dari kebijakan kriminal yang salah satu 

pilarnya adalah pemidanaan, disamping pilar yang lain yaitu subyek dan perbuatan 

(tindakan). Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan bagian integral dari kebijakan sosial 

khsususnya kebjikan dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Sudarto, kebijakan kriminal 

yang disebut juga dengan politik kriminal (criminal policy) adalah suatu usaha yang rasional 

                                                           
13

 ibid 

 
14

 Romli Atmasasmita, Globalisai Kejahatan Bisnis, hal 18 
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dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan15. Menurut barda nawawi arif, definisi ini 

diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the 

control of crime by society”16 Menurut Sudarto ada 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal 

yaitu: 

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan azas, metode yang menjadi dasar dari reaksi 

terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi aparatur penegak hukum, termasuk 

diantaranya cara kerja dari pengadilandan polisi; 

3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan 

kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan 

resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.17 

Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan  

(integral) dari kebijakan sosial (social policy) ; atau dengan kata lain, kebijakan sosial 

meliputi didalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan 

hukum (law enforcemen ploicy). Keijakan sosial menurut Barda Nawawi Arief adalah segala 

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup 

perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian social policy dan social defence policy, GP 

Hoefnagels menyebutkan, keijakan hukum atau kebijakan penanggulangan kejahatan  

(criminal policy/politikkriminal). Hoefnagels mendefinisikan criminal policy sebagai the 

rational organization of social reaction to crime.  

Sementara sejauh ini penggunaan hukum pidana dalam praktek ketatanegaraan sejauh 

ini tidak menjadi soal di Indonesia, namun hal iti tidak berarti tidak ada hal yang perlu dikaji 

                                                           
15

 Sudarto, Hukum dan hukum Pidana, Alumni Bandung 1981, hlm, 38. 
16

 Barda Nawawi Arief, Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana, citra adityaBhakti, Bandung, 2002, hlm 

24. 
17

 Ibid. 
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lebih jauh, terutama persoalan lebih lanjut seharusnya bagaimana dalam menggunakan 

hukum pidana tersebut. Muladi dan Barda Nawawi arif mengingatkan dalam penggunaan 

kebijakan kriminal ini perlu ditekankan dua hal: a. Perlu pendekan integral antara kebijakan 

penal dan non penal; b. Perlu pendekatan kebijaksanaan dan pendekatan nilai dalam 

penggunaan sanki pidana.    

Sistem peradilan pidana sebagai sistem yang didedikasikan untuk mewujudkan 

keadilan sebagaimana dinormakan dalam hukum. Setidaknya didukung oleh unsur/elemen 

mulai dari azas, teori, dan ketentuan hukum. Termasuk aspek-aspek struktur, substansi dan 

budaya hukum. 18 Struktur hukum terkait dengan kerangka atau rangkanya atau juga organ-

organnya; substansi hukum adalah aturan, norma atau pola prilaku nyata manusia yang 

berada dalam sistem itu; sementara budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum 

dan sistem hukum itu. Namun secara lebih sederhana sistem peradilan pidana merupakan 

suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana 

utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana.19  

Peradilan adalah pemutusan perselisihan yang timbul, baik antara warga negara 

yang satu dengan yang lain, maupun antara warga negara dan pemerintah, ataupun antara 

sesama alat-alat pemerintah. 20  Alat negara yang semata-mata mempunyai kekuasaan 

melakukan peradilan di Indonesia ialah kekuasaan peradilan (yudikatif). Sebagai suatu sistem 

perangkat sistem peradilan pidana adalah suatu prosedur hukum untuk menegakkan hukum 

materiil. Oleh karena itu dalam pandangan Wirjono Projodikoro21, sistem peradilan pidana itu 

adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas. Jadi sistem peradilan pidana dengan 

                                                           
18

 Lawrence M. Ffriedman, american law, an inttoduction, second edition, diterjemahkan oleh wishnu 

basuki, hukum amerika suatu pengantar, jakarta; PT. Tata Nusa, 2001. 
19

    Muladi, Kapita Selekta Sistem ..., Op. Cit.,  hlm. 4       
20

  R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi 

penegak hukum), Politea, Bogor , 1982, hlm. 20.    
21

   R. Wirjono Projo Dikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cetakan ke tujuh, diperbaiki dan 

ditambah penerbit, Pt. Sumur, bandung, 1970;13. 
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demikian tergambar dari hukum acara pidananya, walaupun sesungguhnya SPP lebih luas 

dari itu karena SPP sesungguhnya bentuk reaksi sosial yang terlembagakan terhadap suatu 

kejahatan. Adnan buyung Nasution mengingatkan agar pandangan terhadap SPP tidak terlalu 

disempitkan hanya sebagai hukum acara pidana, karena ditakutkan SPP terjebak dalam 

pandangan bahwa sekedar untuk memberikan pemidanaan (punishment). SPP dalam arti 

sempit yaitu hukum acara pidana yang diadakan untuk menegakkan keadilan, memberantas 

kejahatan, dan mencegah kejahatan 22 . Walaupun dalam pandangan penulis SPP pada 

pokoknya adalah intrumen prosedural untuk menegakkan hukum pidana materiil guna 

mencapai tujuan-tujuan hukum pidana.  

Dalam kerangka ini SPP sebagai suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan, 

maka cakupan SPP sebagai di kemukakan oleh Marjono Reksodiputro bahwa sistem 

peradilan pidana adalah 23 , 1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 2) 

menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah 

ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta , 3) berusaha agar mereka yang pernah 

melakukan tidak mengulagi lagi perbuatannya. Sehingga dalam pandangan Marjono 

Reksodiputro, SPP itu terdiri dari beberapa subsistem dimana dalam setiap subsistem yang 

dimaksud memiliki tujuan masing-masing sebagai tahapan tujuan. Namun tujuan akhir yang 

lebih luas adalah sesuai dengan tujuan masyarakat. Subsistem yang menonjol adalah 

subsistem ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik. Konsep SPP yang demikian terbentuk 

setelah diperkaya dengan kontribusi pemikiran dari berbagai disiplin ilmu baik dari Ilmu 

Hukum, Kriminologi, Filsafat, dan Hukum Administrasi Negara.   

                                                           
22

  Luhut MP pangaribuan dalam disertasinya yang berjudul  “Lay Judges Dalam Pengadilan Pidana, 

Suatu Studi Teoritis Mengenai sistem Peradilan Pidana Indonesia”, 
23

  Mardjono Reksodiputro, Sistem  Peradilan Pidana ... Op. Cit.,  hlm. 1   
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Dalam sejarah perjalanan peradilan pidana kita, secara teori ada beberapa model 

sistem peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer24  ada 2  model yaitu: Due Process 

Model, dan Crime Control Model, 25 -keduanya untuk menilai apakah SPP baik dapat dinilai 

dari dua hal yaitu: “the criminal process is a highs speed or a low speed instruments of social 

control, dan yang kedua adalah “ a series of specific assesment of its fitnes for handling 

particuar kinds of anti social behaviour”.26 Dalam pandangan Packer, Due Process Model, 

dan Crime Control Model berada dalam latar belakang sudut pandang yang berbeda dalam 

mengoperasikan SPP. Due Process Model adalah model negatif (negative model), adalah 

pembatasan kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum 

diperlukan, tetapi tidak dominan. Sementara Crime Control Model adalah model afirmatif 

(affimative model) penggunaan kekuasaan diperlukan sebagai suatu terapi yang diperlukan, 

sehingga penggunaan kekuasaan dapat dilakukan secara maksimal. 

Namun sebagaimana sebagai suatu sistem perangkat untuk mencapai keadilan, 

Mardjono Reksodiputro, dalam Due Process Model minimal memenuhi unsur-unsur: 1) 

adanya pemberitahuan dalam proses pidana (notice), 2). Adanya proses mendengar para 

pihak-pihak, 3). Adanya pendampingan oleh advokat (counsel), 4). Diberikannya kesempatan 

untuk pembelaan diri (defense), 5). Kesempatan untuk memberikan dan/atau mendapatkan 

pembuktian, 6). Tersedianya pengadilan yang jujur dan tidak memihak (a fair and impartial 

court)27 

  

                                                           
24

 Herbert L, Packer, the limits criminal sanction, Standford california stanford university press, 1988. 
25

 Dalam pandangan Michael King sistem peradilan pidana dikategorikan dalam 6 model yaitu 1). Due 

proses model, 2). Crime control model, 3). Medical model, ( diagnosis, prediction and treatment), 4). 

Bureaucratic model, 5). Status pessage model, 6). Power model, ( dalam The frame of criminal justice, london, 

croom helm, 1981;13. 
26

 Herbert L, Packer, the limits criminal sanction, Standford california stanford university press, 1988. 
27

 Luhut MP pangaribuan dalam disertasinya yang berjudul  “Lay Judges Dalam Pengadilan Pidana, 

Suatu Studi Teoritis Mengenai sistem Peradilan Pidana Indonesia”, 
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BAB III.  METODE PENELITIAN 

Sistem peradilan pidana merupakan implementasi kebijakan kriminal sebagai bagian 

dari kebijakan perlindungan sosial. Sehingga keberadaan sistem peradilan pidana tidak hanya 

tereksplisit dalam bentuk norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Pada 

kenyataanya bekerjanya norma hukum pidana melintasi batas-batas dimensi hukum. Sedari 

awal bekerjanya sistem peradilan pidana (dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan sidang hingga pelaksanaan pemidanaan) Pemahaman 

konstekstualitas dan keterkaitannya dengan sistem peradilan pidana yang demikian luas 

sekedar memberikan ilustrasi bahwa dukungan data, informasi serta apapun fakta yang terjadi 

yang menyertai dalam berjalannya sistem peradilan pidana perlu dan harus diperhatikan 

untuk turut sebagai indikator keberhasilan dan evaluasi berjalannya suatu sistem peradilan 

pidana. Namun sebagai negara hukum realitas dan kontektulitas bekerjanya sistem peradilan 

pdana tersebut harus dikembalikan dan dijadikan perbaikan sistem peradilan pidana itu 

kembali. Dalam penelitian ini penulis  beranjak dalam perpektif yuridis terhadap obyek yang 

hendak di teliti. 

Metode penelitian merupakan cara untuk meneliti agar tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini tercapai. Sehingga metode penelitian adalah rangkaian metode, cara, tahapan, 

bahan dan segala aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan 

judul, muatan yang hendak diungkap dan selanjutnya menjadi tahapan penelitian ini adalah 

diawali untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagaimana dalam rumusan masalah.  

Beranjak dari permasalahan di atas, pendekatan yang digunakan untuk menjawab 

pemasalahan yuridis tersebut, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis 

normatif/doktrinal secara historical terhadap sistem hukum nasional dan kedua dengan 

pendekatan komparatif, yaitu dengan komparasi dengan konvensi internasional berupa United 

Nation Convention yang berhubungan dengan perlindungan saksi dan korban serta studi 
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banding dengan sistem peradilan pidana negara lain mengenai pengaturan perlindungan 

hukum bagi  pengungkap fakta yang melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di 

lembaganya dalam sistem peradilan pidana negara tersebut. Negara yang dapat digunakan 

sebagai obyek kajian studi komparatif ini adalah negara Amerika dan negara australian yang 

memiliki ketentuan hukum secara khusus berkenaan perlindungan hukum bagi  pengungkap 

fakta yang melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi di lembaganya. 

Sebagai pendekatan normatif dengan dibantu analisisanya menggunakan 

perbandingan dari sistem di negara lain. Sehingga pada prinsipnya penelitian yang digunakan 

dalam disertasi ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yaitu sebagaimana menurut 

Soetandyo Wignjo Sobroto, dalam penelitian hukum doktrinal, hukum dipandang sebagai 

norma, artinya hukum yang dituliskan dalam kitab-kitab sehingga penelitian dengan bentuk 

ini sering disebut juga dengan penelitian juridis normatif.28 Dalam penelitian hukum doktrinal 

(Juridis Normatif) penelitian dapat berupaya menelusuri (explanatoris) konsep-konsep, 

aliran-aliran, atau doktrin hukum yang pernah ada dalam sejarah hukum. Bahan-bahan yang 

akan digunakan terdiri dari 2 (dua) kategori bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan 

hukum sekunder.  

Bahan hukum primer meliputi, sistem hukum kita, yaitu peraturan perundang-

undangan yang posistif dewasa ini, bahan hukum sekunder meliputi penjelasan, kritik dan 

penelitian, mengenai bahan hukum primer, seperti perdebatan selama proses legislasi, hasil 

penelitian empirik, hasil karya sarjana hukum (teori, konsep, doktrin dan seterusnya), dan 

juga dapat berupa bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan 

dalam ensklopedia, kamus, data statistik dan seterusnya. 29  Bahan non-hukum juga 

dikategorikan sebagai bahan tersier, setidaknynya untuk memberikan gambaran nyata di 

                                                           
28

 Soetadyo wignyosoebroto, Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya, Elsam Huma, Jakarta 

2002;147. 
29

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, jakarta UI-Press, 1984. 
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masyarakat, yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu non-hukum, khususnya Kriminolog 

dan Ilmu Sosial-Politik, yang di dalam kajiannya mengandung hal-hal yang sangat berharga 

dan menyajikan data yang amat berguna.  Bahan hukum primer yang dugunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Undang-Undang dasar 1945 

2. KUHP  

3. KUHAP   

4. Undang Tindak Pidana korupsi 

5. Undang Undang tentang perlindungan saksi dan korban  

6. Undang-Undang kepolisian 

7. Undang-undang Kejaksaan 

8. Undang-Undang Mahkamah Agung 

9. Undang-Undang Komisi Yudisial 

10. Undang-undang Kekuasaan Kehakimam 

11. Undang Kebebasan Informasi Publik 

12. Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup . 

13.  Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

uang   

14. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga. 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi   

16. Hak-hak Pelapor Dan Terlapor Berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung 

RII NO. 076/KMA/SK/VI/2009  
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Tahapan penelitian hukum sebagaimana dipaparkan oleh Sunaryati Hartono, “suatu 

penelitian hukum dimulai dengan suatu inventarisasi tentang peraturan hukum positif yang 

bersangkutan.” Jadi harus dimulai dengan menelusuri hukum positif yang diatur peraturan 

perundang-undangan, kemudian juga peraktek peradilan di masyarakat dalam sejarah Hukum 

Indonesia.  

Dalam proses penelitian selanjutnya, bahan hukum akan dianalisa dan 

diinterpretasikan berdasarkan bentuk-bentuk interpretasi hukum, yaitu secara historis, 

komparatif, dan deduktif. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini yaitu dengan 

memperbandingkan ketentuan sistem peradilan pidana negara lain mengenai pengaturan 

perlindungan hukum bagi  pengungkap fakta yang melaporkan dugaan tindak pidana yang 

terjadi di lembaganya dalam sistem peradilan pidana negara tersebut. Negara yang dapat 

digunakan sebagai obyek kajian studi komparatif ini adalah negara Jerman, Amerika, 

Australia dan Afrika sebagai negara-negara yang direkomendasikan oleh PBB untuk dicontoh 

program perlindungan bagi saksi dan korbannya. 

BAB IV. PEMBIAYAAN  

 

A. Honorarium 

No Jenis Honorarium Jumlah Biaya satuan Biaya 

1 Ketua Peneliti 1  Rp.    300.000,- Rp.            300.000,- 

2 Anggota Peneliti 2 Rp.    200.000,- Rp.            200.000,- 

Total Rp.            500.000,- 
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B.  Bahan  

No Jenis bahan Jumlah Biaya satuan Biaya 

1 Kertas HVS 5 rim Rp.   30.000,- Rp.           150.000,- 

2 Disket 2 Box Rp.   50.000,- Rp.           100.000,- 

3 Alat Tulis 5 Set Rp.   30.000,- Rp.           150.000,- 

Total Rp.         400.000,- 

 

 

C. Transportasi 

No Jenis Transportasi Jumlah Biaya satuan Biaya 

1 Luar Kota 2 X Rp. 250.000,- Rp.      500.000,- 

Total Rp.      500 .000,- 

 

D. Penyusunan laporan 

No. Jenis kebutuhan Jumlah Biaya satuan Biaya 

1. Pengetikan 1 X Rp.    100.000,- Rp.     100.000,- 

2 Penggandaan  10 buah Rp.      50.000,- Rp.     500.000,- 

Total Rp.     600.000,- 

 

Total Estimasi Biaya 

No. Jenis Biaya 

1. Honorarium Rp                         500.000,- 

2. Bahan Rp.                        400.000,- 

3. Transportasi Rp                         500.000,- 

4. Pelaporan  Rp.                        600.000,-                           

Total Rp.                     2.000.000,-                 
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